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BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NomMorR &Y TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

a.

1.

KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018 - 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

bahwa Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 telah
ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Merangin 2018-2023;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat {1} Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 123
ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa
penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada paling
lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang
RPJMD ditetapkan;

bahwa Rancangan Akhir Renstra Inspektorat
Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023
telah dilakukan verifikasi dengan Berita Acara Nomor -
050/26 /RENDAL/BAPPEDA/2019 Tanggal 02 April 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalani huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Inspektorat
Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Sarolangun Bangko
dan Dam Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
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3.

10.

i1,

un 1999 tentang
Undang-Undang  Nomor ‘54 L;:atl;n kabupaten Tebo,
Pembentukan Kabupﬂlgf1 d::r?\-ablg,pa;en Tanjung Jabung
Kabupaten :mm;o &J:;“r; Republik Indonesia Tahun 1999
Timur (Lembara aran Negara Republik indones:a

Nomor 182, Tambahan Lcmbtpmh diubah dengan Undang-

or 3903) scbagaimana Py
th:nng Nomor 14 Tahun 2000 tentang Peru tas

1999 [cnmng

-Undan Nomor 5% Tahun .
g;::?):gmknn g}\‘nbupmcn Snrn'lﬂngu/n. i\zf;?)u;t;':cn‘la&b:'
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten anJT.hg g
Tinur (Lembaran Negara Repubhk Indoncma“. ,u:om’o.
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Repub ik Indonesia

Nomor 3969);

2004 tentang
Undang-Undan Nomor 1 Tahun ,

P:rb?:llllﬁaharaaﬁ Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan, dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 ?Jomor 606,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4410);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421});

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undaqg-Undang Nomar 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 teatang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S8,

’gGax;lgljx'ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

:‘:fr:turap Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Tmast Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 200
. S Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
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12. Peraturun Pemerintah Nomor 57

13.

14,

15,

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Tahun 2005 tentang Hibah

l’\(' er € I ' i ahun
' ¢ ara Repul)hk lndonesaa ]

)ndﬂ [)ﬂ “h (lf"]htlr“n N gl :
2():)5 Nomor 13‘), Ilnlllbuhﬂll l,embumn Negara Repubhk

Indonesia Nomor 4577);

- 58 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pemerintah  Nomor 9 . )
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tuhun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negarn Republik Indonesia Nomor 4578);

Pernturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (be’mbur an Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomar 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang  Dacrah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021;
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Menetapkan :  PERATURAN BUPATI

angin Nomor 04 Tahun
wilayah Kabupaten
ah Kabupaten

Rubupaten Mer
Tatn Ruahg
(Lembaran Daer

22, Perntumn Daermbh
2014 tentang  Reneana ‘
Mermngin Tahun 2014203

T ‘ . ‘) ‘);

SusUnNKAN Perungkat Daerah
Merangin  Tahun 2016

23. Peratutan Dacmh kahupate
2016 tentang Pembentukuan dan
(Lembarmn Duaernh  Knbupaten

Nomor 10),
ipaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019

24. Perntumn Daerah NTLEL
! tﬂ‘\‘:\m\ Rencang Pembangunan Jungka Menengah Daerah
N Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah

Rabupaten Merangin ’ Ay
Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

TENTANG RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN
2018 - 2023

BABI

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Merangin;

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaran urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan
prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Bupati adalah Bupati Merangin;

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku  pengguna
anggaran/pengguna barang;

hmpekto.m_t Kgbupaten merupakan unsur pengawas pemerintahan daerah
yang d;punpm oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selan; i

) jutnya disebut
RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk selama periode 20 tahun;

I;;ncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut
JMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 {hmaj tahun;

Rencana Kerja Pemerintah Daersh adalah dokumen perencanaan daerah

untuk periode 1 (satu) tahun atau di
i ot sebut dengan rencana pembangunan

‘;imn M“asg::g; Perangi‘;.;; Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra
: : adaloh dokumen

periode 5 (lima) tahun; perencanaan Perangkat Deerah untuk
rah yang selanjutnya disingkat dengan Renja
okumen perencanaan Perangkat Daemmh untuk




[t T —

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Merangin Tahun 2018-2023
1 ktornt Daernh Kabupaten .
o mﬁ?:kn:mrijn(l:mm dari RPJMD Knbupaten Merangin Tuhun 2018-2023,

(2} Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Memngiq sehagaimana dimaksyd
pada aynt (1) digunakan dalam menyusun Renja Inspektorat Daerah
Kabupaten Merangin dan sebagai bahan periyusunan rancangan RKPD,

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Merangin
disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN;

BAB I GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;

BAB Il PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH,;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,;

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN

BAB VIII PENUTUP.
Pasal 4

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Merangin berikut matriknya tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati in3,

Pasal 5

Merangin dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang
tertuang dalam RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023.
BAB MY

PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

(1) Inspektur Inspektorat wajib melakukan pengendalian dan evaluasi

terhadap  kebijakan perencanaan strategis Inspektorat Daerah
Kabupaten Merangin;

{2) Inspektur Inspektorat Daeran Kabupaten Merangin memberikan

Laporan hasil evalyas; pPerumusan kebijakan
: ' perencanaan yang
disampaikan kepada Bupati, :
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BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pusal 7
h Thhun 2019 dilnkminnkan  dengan
(1) Perencanaan Pembangunan Daemh T e Proninsi dambi sera

berpedoman  kepada Prioritas Nasiona ' e R AT
mc:‘lmkom(xlir Visi dan Misi Kepala Daemb terpihh Penode 2018-2023;

22023 ini dapat digunakan sebagu

2) Renstm Perangkat Daemah Tahun 2018-202 .

{2 acuan untuk g:;‘lm\'usun Renja Perangknt Duemih Tahun 2024 dengwn
berpedoman kcpadix Prioritas Nasional dan Priontas Provms Jamix serta
Visi Dan Misi Kepala Daerah terpilih periode benkutnya.

BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundanghkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada Tanggal '€  April 2019

BUPATI MERANGIN

—

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal (8 April 2019

Pj. SERRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

-

HENDRI MAIDALEF
BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2019 NOMOR 67



